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ABSTRAK 

 

Pasal 66 UUJN sudah seringkali dilakukan permohonan kepada 

mahkamah konstitusi untuk diubah frasa “…dengan persetujuan majelis 

kehormatan notaris” namun MK tidak mengabulkan permohonan 

tersebut dengan pertimbangan dan alasan yang lebih penting. Namun 

keadaan dilapangannya sering terjadi kesalahan prosuder seperti dalam 

Perkara Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Mtw yang mana notaris Rudi Birowo 

memberikan kesaksian tanpa adanya izin MKN terlebih dahulu.  Maka 

Bagaimana pengaturan hukum terkait penyidikan akta notaris yang 

ditinjau dari aspek indenpendensi aparat kepolisian serta bagaimana 

pengaturan hukum yang seharusnya dalam proses penyidikan akta 

notaris berdasarkan independensi aparat kepolisian pada masa yang 

akan datang. Prosedur ini bertujuan untuk melindungi notaris dari 

potensi kriminalisasi atau tekanan yang tidak sah, serta menjamin bahwa 

proses hukum dilakukan secara akuntabel dan sesuai dengan prinsip 

due process of law. Dengan demikian, kehadiran MPD menjadi penting 

dalam menyeimbangkan kepentingan hukum dan perlindungan profesi 

notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan tugas berdasarkan 

hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, 

yaitu dengan menganalisis doktrin dan asas hukum yang berlaku. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa peran Notaris  dalam menjalankan tugas 

terdapat perlindungan hukum dalam mencegah terjadi kriminalisasi 

agar dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Selain itu, dalam 

pencegahan maka diwajibkan penyidikan mengikuti sesuai aturan yang 

ada sesuai pasal 66 Undang-undang jabatan Notaris dan didasarkan 

pada kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP).  
Kata Kunci : Notaris, Akta Notaris, Independensi aparat kepolisian. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Jabatan notaris adalah sebagai jabatan yang dikehendaki oleh 

negara berkaitan dengan tujuan mewujudkan kepastian hukum dalam 

perjalanan interaksi keperdataan. Notaris dilantik dan diberhentikan 

oleh Menteri Hukum dan HAM, Notaris dalam hal menjadi pejabat umum 

berfungsi untuk melayani kepada seluruh anggota masyarakat yang 

membutuhkan jasanya dalam bidang hukum keperdataan dan 

keberadaan Notaris juga sebagai salah satu pelaksanaan hukum 

pembuktian.1 

Bentuk pelayanan negara kepada warga negara ialah negara 

memberikan kesempatan kepada meraka untuk mendapatkan tanda 

bukti otentik yang biasanya berupa dokumen hukum dan di dalam ranah 

hukum perdata, untuk kegiatan tersebut ,maka Notaris sebagai pejabat 

yang memiliki kewenangan tersebut. Akta yang di tulis oleh Notaris 

merupakan dokumen penting milik negara dan merupakan sebuah 

minuta akta asli yang didalamnya terdapat tanda tangan para 

penghadap, saksi dan Notaris itu sendiri dan disimpan sebagai bagian 

protokol Notaris, serta menjadi milik negara yang harus disimpan 

sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Oleh karenanya dalam 

menjalankan kewenangannya yang merupakan perpanjangan tangan 

dari negara, Notaris dalam kedudukannya dijadikan sebagai jabatan

                                                        
1 Rio Utomo Hably, “Kewenangan Notaris Dalam Hal Membuat Akta Partij,” Jurnal 

Hukum Adigama Volume 2, 2019, hlm 12. 
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bukan sebagai profesi, dan karenanya juga jabatan Notaris 

menggunakan lambing negara, yaitu burung garuda dalam 

pembubuhan cap Notaris.2 

Keperluan hukum dalam masyrakat dapat dilihat dengan semakin 

bertambahnya bentuk bentuk perjanjian yang dibuat dalam akta Notaris, 

yang mana Notaris merupakan salah satu pejabat umum untuk membuat 

akta otentik dan memimiliki kewenangan yang di maksud Undang-

Undang.3  Dapat disimpulkan bahwa Notaris adalah satu satunya pejabat 

umum yang mempunyai wewenang dalam pembuatan akta otentik. 

Menurut Husni Thamrin, akta otentik adalah yang dibuat oleh pejabat 

memiliki kewenangan melalui penunjukan oleh penguasa menurut 

aturan yang berlaku, baik dengan atau tanpa bantuan dari pihak-pihak 

yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk 

dituangkan didalamnya oleh pihak-pihak yang berkepentingan, akta 

otentik berisikan keterangan tentang apa yang dilakukan dan dilihat 

dihadapan seorang pejabat.4 

Perjanjian yang dibuat dihadapan notaris dipergunakan dalam 

beberapa hubungan bisnis antara lain di bidang perbankan, 

pertanahanm kegiatan sosial, dan lain-lain. Maka dalam hal ini 

                                                        
2 Rahmad Hendra, “Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Autentik Yang 

Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu,” Jurnal Ilmu Hukum VOLUME 3, 2018, 

hlm 22. 
3 Dewi Santia,et al, Panduan Teori dan Praktik Notaris, Pustaka Yustika: Yogyakarta, 

2011 

hlm. 9. 
4 Husni Thamrin, Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris, Cetakan 2, Laksbang 

Pressindo: Yogyakarta, 2011, hlm. 11. 
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kebutuhan dalam pembuktian tertulis berupa akta otentik semakin 

meningkat seiring dengan bertumbuhnya tuntutan terhadap kepastian 

hukum, dalam berbagai kegiatan ekonomi dan social baik pada tingkat 

nasional, regional, maupun global.5 Keabsahan akta otentik yang 

disusun oleh notaris memiliki kekuatan dan kepastian hukum yang 

mengikat, maka dari itu akta otentik merupakan alat bukti yang 

sempurna, sehingga pada perkembangan hukum banyak peraturan 

perundang undangan mengatur perbuatan hukum harus dituangkan 

didalam bentuk akta otentik.6 

Sebagai pejabat umum, Notaris membawa beban dan tanggung 

jawab secara individu, profesi, masyarakat dan negara, baik hukum 

maupun moral. Dalam keadaan ini orang bijak berkata “noblesse oblige” 

yang artinya dalam terjemahan bahasa inggris yaitu noble brings 

obligation and responsibility adalah kewajiban bagi setiap orang dengan 

kedudukan terhormat (tinggi) untuk berperilaku secara terhormat 

(honorable) dan bertanggung jawab (responsible).7 maka diartikan 

Notaris tidak hanya diwajibkan berprilaku jujur dan bermoral tinggi, 

tetapi juga notaris diwajibkan memiliki kepercayaan public, bahwa 

notaris akan selalu berperilaku demikian. 

  
                                                        

5 Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan 

Etika, Cetakan Keempat, Yogyakarta: UII Press, 2016, hlm. 8 
6 Agus Toni Purnayasa, Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris yang Tidak 

Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik, Acta Comitas Jurnal Hukum 

Kenotariatan, Vol. 3 No.3, 2018, hlm. 396. 
7 Mardjono Reksodiputro, Menyelaraskan Pembaruan Hukum, Jakarta: Komisi 

Hukum Nasional RI, 2014, hlm. 205 
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Salah satu tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh seorang Notaris 

dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan kewajiban dan janji 

jabatannya yaitu adalah merahasiakan segala sesuatu mengenai akta 

yang dibuatnya. Sebagaimana sumpah jabatan Notaris yang diatur 

dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang 

Jabatan Notaris mengatur kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta 

dan keterangan yang diperolehnya. Kewajiban ini merupakan bagian 

dari sumpah janji notaris yang tertuang didalam pasal tersebut. 8 

Berkaitan dengan sumpah jabatan ini, kewajiban merahasiakan ini 

juga diatur dalam pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2014, bahwa Notaris diharuskan merahasiakan segala sesuatu 

mengenai akta yang dibuat Notaris dan segala keterangan yang 

didapatkan untuk pembuatan akta sesuai dengan sumpah jabatan, 

kecuali undang-undang menetukan lain. Keharusan ini membatasi untuk 

tidak memberitahu atau menjelaskan kepada siapa pun mengenai akta 

yang dibuatnya, bukan hanya kepada masyarakat biasa, tetapi dari 

siapapun dan dalam keadaan apapun kecuali oleh undang-undang 

ditentukan lain. Maka dari pada itu timbullah sebuah hak khusus yang 

didapatkan Notaris yaitu hak ingkar notaris. Hak ingkar 

(verschoningsrecht) atau kewajiban ingkar (verschoning splicht) dari 

seorang Notaris berhubungan dengan adanya peraturan yang berkaitan 

                                                        
8 Anandiaz Raditya Priandhana, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dalam 

Proses Penyidikan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020), 

Indonesian Notary, Vol.3 hlm 733 
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dengan rahasia jabatan notaris.9 Hak ingkar diartikan dari Bahasa 

verschoningsrecht yang artinya adalah hak untuk dibebaskan dari 

keterharusan memberikan penjelasan sebagai saksi dalam suatau 

perkara baik perkara pidana ataupun perkara perdata.10 

Notaris terkadang dalam praktiknya terlibat dengan sengketa 

ataupun perkara hukum baik dalam posisi sebagai saksi maupun 

sebagai tersangka.11 Keterlibatan Notaris dalam perkara hukum 

disebabkan adanya kesalahan pada akta yang dibuatnya, baik karena 

kesalahan Notaris itu sendiri maupun kesalahan para pihak atau salah 

pihak yang tidak memberikan keterangan atau dokumen yang 

sebenarnya  (tidak adanya itikad baik dari para pihak atau salah satu 

pihak) atau telah ada kesepakatan antara Notaris dengan salah satu 

pihak yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Dalam Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2004, untuk pengambilan fotokopi minuta akta dan 

pemanggilan Notaris tidak ada lagi peran Majelis Pengawas Daerah 

(MPD) dan digantikan oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN).  

Independensi penegak hukum dalam penyidikan notaris adalah 

suatu prinsip yang menekankan bahwa aparat penegak hukum, seperti 

polisi atau jaksa, harus bertindak secara objektif dan tidak memihak 

                                                        
9 Laurensius Arliman, Notaris Dan Penegakan Hukum Oleh Hakim, Yogyakarta: 

Deepublish, 2015, hlm. 98. 
10 Ibid 
11 Mulyoto, Kesalahan Notaris dalam Pembuatan Akta Perubahan Dasar CV, 

Cakrawala Media: Yogyakarta, 2010, hlm. 2. 
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dalam menyelidiki atau menyidik tindak pidana yang melibatkan 

seorang notaris. Dalam hal ini, notaris sebagai pejabat umum yang 

bertugas untuk membuat akta otentik memiliki kedudukan hukum 

tertentu yang harus dijaga. Oleh karena itu, independensi penegak 

hukum diperlukan untuk memastikan bahwa penyidikan dilakukan 

secara adil dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau 

tekanan dari pihak manapun. Dengan dilandaskan beberapa aspek 

didalam penyidikan notaris antara lain : Prinsip kewenangan, tanpa 

intervensi, prosedur hukum yang jelas, penyelidikan yang professional. 

Selain itu, penyidikan terhadap notaris juga harus mempertimbangkan 

kode etik profesi notaris, yang berfungsi sebagai pedoman bagi setiap 

notaris dalam menjalankan tugasnya. Penyidikan tidak boleh 

mengganggu jalannya profesi notaris yang dilindungi oleh hukum 

selama tindakan yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada. 

Ikatan Notaris Indonesia (INI) menurut Pasal 1 Kode Etik Ikatan 

Notaris Indonesia merupakan perkumpulan organisasi bagi para Notaris 

mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakkan 

pelaksanaan kode etik profesi bagi Notaris. Kode etik adalah seluruh 

kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris 

Indonesia yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasar 

keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan 

diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang 

hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua 
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anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan 

sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, 

Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus.12 

Pasal 7 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia menjelaskan bahwa 

pengawasan atas pelaksanaan kode etik itu dilakukan dengan cara 

sebagai berikut: 

Pada tingkat pertama oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan 

Dewan Kehormatan Daerah;  

1. Pada tingkat banding oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris 

Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah;  

2. Pada tingkat terakhir oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia 

dan Dewan Kehormatan Pusat.  

Keberadaan Dewan Kehormatan yang memiliki fungsi utama untuk 

melaksanakan pengawasan dan pelaksanaan kode etik tidak lain adalah 

hanya untuk kepentingan para Notaris itu sendiri, yang mempunyai 

hubungan dengan pengawasan yang dilaksanakan oleh Majelis 

Pengawasan yang telah diatur oleh undang-undang. 

Pembaharuan dalam pelaksanaan Pasal 66 UUJN adalah adanya 

kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam proses peradilan yang 

menyangkut Notaris. Permasalahan hukum yang timbul dalam penelitian 

                                                        
12 Ikatan Notaris Indonesia, Kode Etik Hasil Kongres Ikatan Notaris Indonesia (INI) 

Tanggal 27 Januari 2005, Bandung. p. 2.  



 
 

 

8 

 

ini adalah Pasal 66 UUJN menimbulkan berbagai perpektif dari sudut 

pandang yang berbeda beda. Pasal 66 UUJN menyebutkan bahwa : 

1. Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, 

atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris 

berwenang:  

a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau suratsurat yang 

dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam 

penyimpanan Notaris; dan 

b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang 

berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada 

dalam penyimpanan Notaris.  

2. Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan. 

3. Majelis kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga 

puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan 

persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 

memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan 

persetujuan 

4. Dalam hal majelis kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban 

dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), majelis 

kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.  

Dimana pada kegiatan proses peradilan Pasal 66 UUJN dinilai 

memperhambat penegakan hukum dalam melakukan penyidikan. Pasal 
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66 Ayat (1) pada frasa “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris" 

dianggap bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (1) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang 

menyatakan perasamaan derajat dihadapan hukum.13 Sebelumnya 

dalam pengujian Pasal 66 Ayat (1) UU No 30 Tahun 2004 yang diuji adalah 

frasa yang menyatakan bahwa dengan persetujuan Majelis Pengawas 

Daerah. Dalam Putusan MK No. 49/PUU-X/2012 terkait pengujian 

tersebut sudah menyatakan pemeriksaan proses hukum yang 

melibatkan notaris tak perlu persetujuan Majelis Pengawas Daerah 

(MPD).  

Namun Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-

XVIII/2020 menyatakan pemohon tidak memahami norma Pasal 66 ayat 

(1) UU Jabatan Notaris secara utuh dalam kaitan dengan ketentuan lain 

dalam undang-undang  a quo, termasuk kewenangan Majelis 

Kehormatan Notaris (MKN). Adanya persetujuan MKN tidak bertujuan 

untuk mempersulit proses penyidikan atau keperluan pemeriksaan 

terhadap notaris. 

Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 66 

ayat (4) UU Jabatan Notaris bersifat redundant karena secara substantif 

dianggap Pemohon sama dengan Pasal 66 ayat (3) UU Jabatan Notaris, 

adalah tidak tepat. Pasal 66 ayat (4) UU Jabatan Notaris justru merupakan 

                                                        
13 Desi Indriani, KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBATASAN 

KEWENANGAN PENYIDIKAN TERHADAP NOTARIS (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2014 tentang Jabatan Notaris), Fiat Justisia, Volume 10 issue 1, 2016, hlm 153 
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penegasan bahwa MKN tidak dapat menghalangi kewenangan penyidik, 

penuntut umum atau hakim dalam melakukan kewenangan untuk 

kepentingan proses peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat 

(1) UU Jabatan Notaris. 

Berkaitan petitum Pemohon yang meminta Mahkamah agar 

menyatakan Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris bertentangan dengan 

UUD 1945 karena telah ada Putusan MK Nomor 49/PUU-X/2012 yang 

menurut Pemohon, menyulitkan aparat penegak hukum dalam 

memeriksa notaris. Namun Mahkamah berpendapat, Pemohon tidak 

memahami substansi Putusan MK sebelumnya, bahkan salah mengutip 

Putusan MK. Padahal Putusan MK yang substansinya menyangkut norma 

pada UU Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud Pemohon, adalah 

Putusan MK Nomor 49/PUU-X/2012 bertanggal 28 Mei 2013.  

Dengan demikian, menurut Mahkamah, meskipun dasar dan alasan 

pengujian yang digunakan berbeda sehingga permohonan a quo dapat 

diajukan, namun karena masalah konstitusional permohonan sama yaitu 

mengenai persetujuan MKN untuk mengambil foto copy minuta akta atau 

surat-surat terkait dan untuk memanggil notaris dalam kaitan 

pemeriksaan akta, maka pertimbangan Mahkamah dalam pengujian 

Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris dalam Putusan MK No. 22/PUU-

XVII/2019 dimaksud mutatis mutandis berlaku pula terhadap 

permohonan  a quo. Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon tidak 

beralasan menurut hukum. 
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Dalam keadaan dilapangan terjadi penyimpangan norma norma 

yang dibahas diatas seperti yang terjadi pada Putusan Mahkamah Agung 

dalam Perkara Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Mtw menyoroti dilema yang 

dihadapi Notaris saat memberikan kesaksian di pengadilan sambil tetap 

menjaga kerahasiaan informasi. Notaris Rudi Birowo diminta 

memberikan kesaksian tanpa izin dari Majelis Kehormatan Notaris 

Wilayah (MKNW), yang dianggap melanggar peraturan terkait. Sesuai 

Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 

Tahun 202114, penyidik kepolisian harus mendapatkan izin terlebih 

dahulu dari Ketua MKNW sebelum memanggil Notaris sebagai saksi. 

Pelanggaran terhadap prosedur ini, tentu menimbulkan pertanyaan 

seberapa jauh kewenangan penegak hukum yang dibatasi izin Majelis 

kehormatan Notaris. 

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk 

mengkaji lebih lanjut dalam penelitian tesis yang berjudul :  

INDEPENDENSI APARAT KEPOLISIAN  DALAM PEMERIKSAAN AKTA 

NOTARIS UNTUK KEPENTINGAN PROSES PENYIDIKAN TINDAK 

PIDANA. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang 

dibahas yaitu : 

                                                        
14Ilham Prabowo Ghuto, Patricia Audrey Ruslijanto, Diah Aju Wisnu Wardani, 

Implikasi Hukum bagi Notaris yang Menghindari Panggilan Penyidik, Jurnal USM Law 

Review, Vol 7 No 2 Tahun 2024, hlm 571 
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1. Bagaimana pengaturan hukum pemeriksaan akta notaris untuk 

kepentingan penyidikan yang ditinjau dari aspek independensi 

aparat kepolisian ? 

2. Bagaimana seharusnya pengaturan hukum dalam proses 

penyidikan  yang berkaitan dengan pemeriksaan akta notaris 

berdasarkan independensi aparat kepolisian pada masa yang akan 

datang ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menganilisis pengaturan hukum 

pemeriksaan yang berkaitan dengan akta notaris untuk 

kepentingan penyidikan yang ditinjau dari aspek independensi 

aparat kepolisian. 

2. Untuk mengetahui dan menganilisis seharusnya pengaturan hukum 

dalam proses penyidikan  yang berkaitan dengan pemeriksaan akta 

notaris berdasarkan independensi aparat kepolisian pada masa 

yang akan datang.  

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian tesis diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dengan harapan dapat memperoleh manfaat ilmu 

pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum terkhusus pada 

bidang kenotariatan. Lebih lanjut penelitian ini diharapkan dapat 
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memberikan masukan terhadap pemikiran dan menjadi sumber 

refrensi hukum bagi mahasiswa hukum terkait dengan 

independensi aparat kepolisian dalam proses penyidikan yang 

berkaitan dengan akta notaris. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Notaris 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan 

dan sebagai bahan masukkan dan saran bagi notaris dalam 

menlaksanakan tugas dan wewenangnya. 

b. Bagi Penegak Hukum 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan 

ilmu pengetahuan dan informasi serta saran dalam 

menjalankan kewenangan sebagai penegak hukum dalam hal 

penyidikan terhadap notaris. 

c. Mahasiswa Hukum 

Penelitian ini diharapkan memberikan ilmu pengetahuan dan 

informasi terhadap mahasiswa hukum terkhusus mahasiswa 

hukum kenotariatan terkait permasalahan yang dibahas 

didalam penelitian tesis ini. 

E. Kerangka Teori 

1. Grandy Theory 

Grandy teory dalam penelitian ini menggunakan teori keadilan. Teori 

keadilan merupakan suatu situasi ideal secara moral mengenai sesuatu 
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hal, baik berhubungan dengan benda atau orang. Menurut Sebagian 

pendapat para ahli, Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan 

distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan 

yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, 

jadi sifatnya proporsional. Di sini yang dinilai adil adalah apabila setiap 

orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional. 15 

Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan distributif dan 

keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut 

bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya 

proporsional. Di sini yang dinilai adil adalah apabila setiap orang 

mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional. Keadilan 

distributif berkenaan dengan penentuan hak dan pembagian hak yang 

adil dalam hubungan antara masyarakat dengan negara, dalam arti apa 

yang seharusnya diberikan oleh negara kepada warganya. Hak yang 

diberikan dapat berupa benda yang tak bisa dibagi (undivided goods) 

yakni kemanfaatan bersama misalnya perlindungan, fasilitas publik baik 

yang bersifat administratif maupun fisik dan berbagai hak lain, di mana 

warga negara atau warga masyarakat dapat menikmati tanpa harus 

menggangu hak orang lain dalam proses penikmatan tersebut. Selain itu 

juga benda yang habis dibagi (divided goods) yaitu hak-hak atau benda-

benda yang dapat ditentukan dan dapat diberikan demi pemenuhan 

                                                        
15 Bahder Johan Nasution, KAJIAN FILOSOFIS TENTANG KONSEP KEADILAN DARI 

PEMIKIRAN KLASIK SAMPAI PEMIKIRAN MODERN, Yustisia, Vol. 3 No.2 Mei - Agustus 

2014, hlm 120 
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kebutuhan individu pada warga dan keluarganya, sepanjang negara 

mampu untuk memberikan apa yang dibutuhkan para warganya secara 

adil, atau dengan kata lain dimana terdapat keadilan distributif, maka 

keadaan tersebut akan mendekati dengan apa yang disebut keadaan 

dimana tercapainya keadilan sosial bagi masyarakat.16 

Menurut pendapat Hans Kelsen untuk dikatakan tatanan social yang 

adil apabila dapat mengatur perilaku manusia dengan cara yang baik 

sehingga dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya.17 Menurut 

pendapat lain, WJS. Poerwadaminta menjelaskan pemahaman adil 

sebagai berikut : 18 

1. Adil berarti tidak berat sebelah (tidak memihak), pertimbangan 

yang adil, putusan yang dianggap adil; 

2. Adil berarti patut, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Misalnya, 

dalam mengemukakan tuntutan yang adil, masyarakat adil, 

masyarakat yang sekalian anggotanya mendapat perlakuan yang 

sama adil. 

John Rawls mendefinisikan keadilan sebagai fairness, dengan kata 

lain prinsip-prinsip keadilan bagi struktur dasar masyarakat merupakan 

tujuan dan kesepakatan. Dalam keadilan sebagai fairness, posisi 

kesetaraan asali atau dasar seseorang berkaitan dengan kondisi alam 

                                                        
16 Ibid, hlm. 121 
17 Hans Kelsen, Generaly Theory of Law and State, diterjemahkan oleh Rasisul 

Mutaqien, Bandung: Nusa Media, 2011, hlm. 7 
18 Poerwadarminta WJS., Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 

2007, hlm. 16. 
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dalam teori tradisional kontrak sosial. John Rawls mengasumsikan bahwa 

posisi asali ini tidak diangap sebagai kondisi historis, apalagi sebagai 

kondisi primitif kebudayaan, namun lebih dipahami sebagai hipotesis 

yang dicirikan mendekati pada konsepsi keadilan tertentu.19 

Teori keadilan didalam penulisan tesis ini digunakan dalam 

menjawab rumusan masalah terkait pengaturan hukum terkait 

penyidikan Notaris yang dilakukan oleh apparat kepolisian dan 

Bagaimana pengaturan hukum yang seharusnya terhadap penyidikan 

akta notaris. 

2. Middle Theory 

Middle theory dalam penelitian ini menggunakan teori 

independensi penegak hukum, theory independensi dalam negara 

demokrasi mempunyai beberapa ciri, yang mana disebutkan sebagai 

berikut :20 

a. menjunjung tinggi supremasi hukum; 

b. mengakui persamaan di hadapan hukum; 

c. menerapkan prinsip legalitas; 

d. melakukan pembatasan kekuasaan; 

e. eksisnya organ eksekutif independen; 

f. eksisnya peradilan yang bebas dan tidak memihak; 

                                                        
19 John Rawls, A Theory of Justice, Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk 

Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara, Penerbit Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 

2011, hlm 13. 
20 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Sinar 

Grafika, 2010, hlm 127-134. 
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g. eksisnya peradilan administrasi; 

h. eksisnya peradilan konstitusi;  

i. menjamin dan melaksanakan perlindungan HAM;  

j. bersifat demokratis; 

k. berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara; 

l. menerapkan prinsip transparansi dan kontrol sosial; dan 

m. berketuhanan yang maha esa. 

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk 

berfungsinya norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku 

dalam lalu lintas atau hubunganhubungan hukum dalam kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara.21 Ditinjau dari sudut pandang objektif, 

penegakan hukum memiliki 2 (dua) makna, yaitu:22 

a. makna luas, yakni penegakan peraturan perundang-undangan; dan  

b. makna sempit, yakni penegakan nilai keadilan yang hidup di dalam 

masyarakat. Ditinjau dari sudut pandang subjektif, penegakan 

hukum memiliki 2 (dua) makna, yaitu: 

- penegakan hukum oleh seluruh subjek hukum yang menjalankan 

aturan hukum dalam setiap hubungan hukum; dan 

                                                        
21 Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, 2012, Jakarta, 

http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, hlm. 1. Diakses 

pada 19 September 2024, Pukul 15.33 
22 Aimi Solidei Manalu, Samuel Fajar Hotmangara Tua Siahaan, Independensi P 

Independensi Penegak Hukum Dan P enegak Hukum Dan Pengawasan Pr engawasan 

Preventif Dalam entif Dalam Penegakan Hukum Di K enegakan Hukum Di Komisi P omisi 

Pemberantasan K antasan Korupsi P orupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

70/PUU-XVII/2019, Jurnal Konstitusi dan demokrasi, Vol. 2 No.2 2019, hlm 121 
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- penegakan hukum oleh aparat penegak hukum guna menjamin 

dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan 

sebagaimana mestinya 

Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa kekuasaan 

kehakiman memainkan peran dalam penegakan hukum dan keadilan. 

Atas dasar tersebut, penyelenggaran kekuasaan kehakiman merupakan 

penegak hukum. Oleh karena itu, badan yang memiliki fungsi kekuasaan 

kehakiman (MA dan MK) dan yang memiliki fungsi terkait kekuasaan 

kehakiman merupakan penegak hukum pula. Pasal 38 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 

menyatakan fungsi terkait kekuasaan kehakiman meliputi : 

- penyelidikan dan penyidikan 

- penuntutan 

- pelaksanaan putusan 

- pemberian jasa hukum dan 

- penyelesaian sengketa di luar pengadilan. 

Penelitian ini menggunakan teori independensi penegak hukum 

untuk menjawab rumusan masalah pertama terkait pengaturan hukum 

dalam proses penyidikan akta notaris dan rumusan masalah yang kedua  

terkait pengaturan hukum yang seharusnya dalam proses penyidikan 

akta notaris. 
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3. Applied Theory 

Applied theory pada penelitian ini menggunakan  2 (dua) teori, yaitu 

teori kewenangan dan teori perlindungan hukum. 

Pertama teori kewenangan berasal dari terjemahan Bahasa inggris : 

authority of theory; bahasa Belanda: theorie van het gezag; bahasa 

Jerman: theorie der autorität. H.D. Stoud, sebagaimana dikutip Ridwan 

HB, menyajikan kewenangan adalah keseluruhan aturan yang 

berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang 

pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum 

publik.23 

Teori kewenangan adalah teori yang menganalisis tentang suatu 

kekuasaan dari badan pemerintahan untuk melaksanakan 

kewenangannya, baik dalam ranah hukum publik maupun hukum 

privat.24 Pokok kajian teori kewenangan adalah berhubungan dengan 

asal kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum, 

baik dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hukum 

privat.25 

Unsur-unsur yang tercantum dalam teori kewenangan, meliputi: (1) 

kekuasaan; (2) organ pemerintah; dan (3) sifat hubungan hukumnya.26 

                                                        
23 H. Salim HS. dan Erlies Septiana Nurbani. 2014. Penerapan Teori Hukum Pada 

Penelitian Tesis Dan Disertasi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. hlm. 183. 
24 Ibid, hlm. 168 
25 Ibid, hlm, 193 
26 Ibid, hlm, 86 
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Kewenangan (autority, gezag) adalah kekuasaan formal yang berasal 

dari kekuasaan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. 

Wewenang (competence, bevoegheid) adalah suatu bagian (onderdeel) 

tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat 

wewenang-wewenang (rechtsbe voegdheden).27 Berdasarkan 

karakternya bevoegheid digunakan dalam konsep hukum privat, 

sedangkan wewenang hanya berlaku dalam konsep hukum publik.28 

Dalam hukum publik konsep wewenang berkaitan erat dengan 

kekuasaan, namun tidak dapat diartikan sama.29 Kekuasaan hanya 

menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan 

wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.30 

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 

Tentang Administrasi Pemerintahan wewenang adalah hak yang dimiliki 

oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara 

lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan. 

Dalam kepustakaan, wewenang pemerintahan dapat dibagi 

berdasarkan sifatnya, sebagai berikut : 

                                                        
27 Sufriadi, Tanggung Jawab Jabatan Dan Tanggung Jawab Pribadi Dalam 

Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia, Jumal Yuridis, Vol. I No. 1, Juni 2014, hlm 

60 
28 Sadjijono, Memahami Bab Pokok Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: 

Laksbang Presindo. 2008, hlm. 49. 
29 Nomensen Sinamo, Hukum Administrasi Negara, Bekasi: Jala Permata Aksara, 

2014, hlm 105 
30 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Cet. 

13, 2018, hlm. 73 
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a. Wewenang bersifat terikat, yaitu wewenang yang harus sesuai 

dengan aturan dasar yang menentukan waktu dan keadaan 

wewenang tersebut dapat dilaksanakan.  

b. Wewenang bersifat fakultatif, yaitu wewenang yang dimiliki oleh 

badan atau pejabat administrasi, namun tidak ada kewajiban atau 

keharusan untuk menggunakan wewenang tersebut.  

c. Wewenang bersifat bebas, yaitu wewenang badan atau pejabat 

administrasi digunakan secara bebas untuk menentukan sendiri 

mengenai isi dan keputusan yang akan dikeluarkan.31 

Berdasarkan Pasal 1 angka 22 sampai angka 24 Undang–Undang 

Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, kewenangan 

diperoleh melalui: 

b. Atribusi adalah pemberian kewenangan kepada badan dan/atau 

pejabat pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Tahun 

1945 atau undangundang.  

c. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau 

pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau 

pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab 

dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. 

d. Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau 

pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau 

                                                        
31 Nomensen Sinamo. Op Cit. hlm. 106 - 107. 
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pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab 

dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat. 

Teori kedua yaitu Teori Perlindungan Hukum, Ada banyak teori 

perlindungan hukum yang diungkapkan oleh para ahli beberapa 

antaranya : 

Teori Philipus M. Hadjon. Hadjon mengartikan, asuransi yang sah 

adalah jaminan atas kebangsawanan dan harga diri, serta pengakuan 

atas kebebasan bersama yang dimiliki oleh subjek yang sah mengingat 

pengaturan mediasi yang sah. 

Kedua, teori dari Satjipto Rahardjo yang terinspirasi dari tujuan 

hukum yang dikemukakan Fitzgerald. Dengan mengatur perlindungan 

dan pembatasan berbagai kepentingan tersebut, Fitzgerald 

menegaskan, tujuan hukum adalah untuk mengintegrasikan dan 

mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat. yang 

dapat diartikan sebagai upaya untuk menjaga kepentingan seseorang 

melalui perlindungan hukum. 

Ketiga, hipotesis yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Ia 

mendefinisikan perlindungan hukum sebagai perlindungan yang 

diberikan kepada subjek hukum melalui instrumen hukum. 32 

                                                        
32 Tim hukum online, Perlindungan Hukum: Pengertian, Teori, Contoh, dan Cara 

Memperolehnya, jurnal hukum online, 

2021https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-contoh--dan-cara-

memperolehnya-lt61a8a59ce8062?page=2 , diakses pada 7 Agustus 2024, Pukul 17.50  
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Secara tersirat bentuk perlindungan hukum diatur dalam 

KUHPerdata Pasal 1365 yang mana disebutkan untuk perlindungan bagi 

para pihak yang dirugikan dengan mentutut kerugian tersebut terhadap 

orang yang melnggar hukum dan menimbulkan kerugian tersebut. 

Penelitian ini menggunakan teori kewenagan  menjawab rumusan 

masalah pertama terkait pengaturan hukum dalam pemeriksaan akta 

notari untuk kepentingan proses penyidikan. 

Kemudian penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum 

untuk menjawab rumusan masalah kedua terkait pengaturan hukum yang 

seharusnya dalam pemeriksaan akta notaris untuk kepentingan 

penyidikan yang berlandaskan independensi aparat kepolisian pada 

masa yang akan datang. 

F. Kerangka Konseptual 

1. Notaris 

Pengertian notaris dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa notaris adalah pejabat 

umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan 

lainnya sebagaimana dimaksud  dalam  undang-undang  ini.33 Notaris  

dalam  bahasa  Inggris  disebut dengan notary, sedangkan dalam 

bahasa belanda disebut dengan van notaris. Notaris  mempunyai  

penaran  yang  sangat  penting  dalam  lalu  lintas  hukum, khususnya  

dalam  bidang  hukum  keperdataan,  karena  notaris  berkedudukan 
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sebagai pejabat publik yang mempunyai kewenangan untuk membuat 

akta dan kewenangan lainnya.34 

2. Majelis Kehormatan Notaris 

Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai 

kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban 

memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan 

dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi minuta akta dan 

pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan 

dengan akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan 

Notaris, kewenangan Majelis Kehormatan Notaris tersebut tertuang 

dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan 

Notaris, tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris Pusat mempunyai 

tugas melaksanakan pembinaan terhadap Majelis Kehormatan Wilayah 

yang berkaitan dengan tugasnya. Sedangkan Majelis Kehormatan 

Notaris Wilayah mempunyai tugas:  

a. melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan 

oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim; dan  

b. memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan 

persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, 

penuntutan, dan proses peradilan. 
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Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai fungsi melakukan 

pembinaan dalam rangka:  

a. menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan 

profesi jabatannya; dan 

b. memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan 

kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi Akta. 

3. Penegak Hukum 

Aparat penegak hukum adalah institusi yang bertanggung jawab 

dalam penegakan hukum. Lebih lanjut, aparat penegak hukum ini adalah 

mereka yang diberi kewenangan untuk melaksanakan proses peradilan, 

menangkap, memeriksa, mengawasi, atau menjalankan perintah 

undang-undang di bidangnya masing-masing. 

Penegakan hukum adalah proses penerapan hukum yang dilakukan 

oleh pihak yang berwenang dalam masyarakat, untuk memastikan 

bahwa hukum tersebut dilaksanakan dan ditaati oleh setiap warga 

negara. Proses ini melibatkan aparat keamanan dan pengadilan, yang 

bertugas memeriksa dan memproses tindakan-tindakan yang 

melanggar hukum, serta memberikan sanksi bagi mereka yang terbukti 

bersalah. 

Tujuan dari penegakan hukum adalah untuk memelihara keamanan, 

stabilitas, dan ketertiban masyarakat, serta memastikan bahwa setiap 

individu memiliki hak yang sama dan merasa aman dalam masyarakat. 
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Tahap – Tahap Penegakan Hukum Pidana : 

1. Tahap Formulasi 

Tahap ini adalah tahap pembentukan hukum, yaitu proses pembuatan 

undang-undang yang mengatur tindak pidana dan hukuman bagi pelaku 

tindak pidana. 

2. Tahap Aplikasi 

Tahap ini adalah tahap penerapan hukum, yaitu proses penegakan 

hukum pidana yang melibatkan polisi, jaksa, pengadilan, dan lembaga-

lembaga lain yang terkait dengan hukum pidana. 

3. Tahap Eksekusi 

Tahap ini adalah tahap pelaksanaan hukuman, yaitu proses 

pelaksanaan hukuman yang ditentukan oleh pengadilan bagi pelaku 

tindak pidana. Hukuman dapat berupa hukuman pidana seperti penjara 

atau denda, atau hukuman non-pidana seperti peraturan pengadilan. 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian diartikan menjadi dua bagian, pada bagian 

pertama metode diartikan sebagai salah satu cara yang digunakan untuk 

memecahkan masalah  dan yang kedua penelitian adalah pemeriksaan 

yang dilakukan dengan kehati hatian dan tekun dan pada hasil akhir 

yang bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan manusia.33 

Berikut metode yang disusn dalam penulisan skripsi ini : 

                                                        
33 Muhammad Syaifuddin, Hukum Kontrak, Bandung: Mandar Maju, 2012, hlm. 64 
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1. Jenis penelitian 

Jenis yang dipilih dalam penulisan Tesis ini adalah penelitian normatif, 

penelitian normatif berpokok pada aturan yang berlaku dimasyarakat. 

Peneltian normatif berpedoman pada hukum positif, asas-asas hukum, 

doktrin hukum dan buku hukum secara kepustakaan dengan 

keterkaitannya terhadap masalah yang dibahas.34 

2. Pendekatan penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Pendekatan Perundangan-Undangan (statute Approach) 

Pendekatan ini dengan melakukan pemahaman terhadap Undang-

Undang yang berkaitan dengan masalah yang dibahas di dalam 

peneltian ini. Seperti Undang-Undang yang berkaitan dengan hak 

kekayaan intelektual dan perlindungan konsumen.35 

b. Pendekatan Konseptual 

Metode konseptual adalah pendekatan terhadap pendapat para ahli 

hukum atau doktrin hukum dengan menemukan doktrin tentang asas, 

pengertian dan konsep konsep hukum yang relevan pada permasalahan 

ini.36 

 

 

                                                        
34 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: 

Bayumedia, 2013, hlm. 57. 
35 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 133 
36 Usmawadi, Materi Pendidikan Latihan Dan Kemahiran Hukum (PLKH), Palembang: 

Laboratorium Hukum FH Unsri, 2013, hlm. 250. 
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3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini dijelaskan sebagai 

berikut : 

a. Bahan Hukum Primer 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata); 

3. Undang-Undang   Nomor   30   Tahun   2004   tentang   Jabatan  

Notaris, Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004  

Nomor  117  dan Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4432; 

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, 

Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  3  

dan  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5491; 

5. Peraturan perundang-undangan terkait. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yang dipilih penulis adalah buku yang 

ditulis para ahli, jurnal-jurnal hukum dari berbagai praktisi dan 

akademisi hukum, bahan hukum yang didapatkan melalui internet 

yang menjelaskan bahan hukum primer yang penulis gunakan.37 

c. Bahan Hukum Tersier 

                                                        
37 Ibid,, hlm. 141. 
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Bahan hum tersier dalam penulisan ini adalah bahan hukum 

yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder dalam bentuk kamus Bahasa 

dan umum, surat kabar, jurnal dan internet.38 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Bahan hukum yang didapatkan diperoleh dengan cara studi 

kepustakaan yang dilakukan dengan cara menelusuri bahan bahan 

hukum primer sampai bahan hukum tersier. Digunakan metode 

kualitatif dengan cara deskriptif buku-buku, literatur dalam media 

elektronik yang tidak menyimpang dengan penelitian. 39 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Pada hal ini penulis menggunakan analisis deskriptif-kualitatif 

adalah menganalisis, mengilustrasi dan menyimpulkan berbagai 

kondisi dan sitauasi dari berbagai data yang diambil yang berasal 

dari studi kepustakaan atau analisis mengenai masalah yang 

dibahas.40 

6.  Teknik Penarikan Kesimpulan 

Teknik penarikan kesimpulan yang dipilih penulis dengan 

metode deduktif yang merupakan pendekatan terhadap suatu teori 

yang berawal dari kebenaran dengan ruang lingkup bersifat umum 

                                                        
38 Ibid. 
39 Dr. Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, Pamulang: Unpam Press, 2019, hlm. 140. 
40 I Made Wirartha, Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi, Yogyakarta: CV. Andi 

Offset, 2006, hlm. 155. 



 
 

 

33 

 

kemudian dimasukkan kedalam peristiwa atau data tertentu atau 

khusus.41

                                                        
41 Muhaimin, Metode Penelitian hukum, Mataram: Mataram University Press, 2020, 

hlm. 71 
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